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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tempat pemakaman tidak hanya tempat untuk menguburkan dan menanamkan 

mayat, tetapi juga memberi fungsi sebagai tempat berziarah bagi penduduk yang masih 

hidup dan bagi kota, pemakaman mempunyai fungsi tambahan sebagai paru-paru kota dan 

ruang terbuka hijau. Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi 

pundi - pundi penerimaannya dari dalam ataupun luar daerah. Salah satunya dengan 

meningkatkan keuangan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. 

Di kota Palembang, pengelolaan pemakaman dibawahi oleh Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang. Dimana dinas tersebut lah yang 

melakukan pengelolaan yang disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang 

pemakaman. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, masing – 

masing pemerintah daerah di Indonesia menjadi makin berinisiatif dan berlomba - lomba 

untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya melalui sektor ini, ini dilakukan 

agar pemerintah daerah baik yang ada di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota 

dapat membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah dan juga mensejahterakan 

warga masyarakat di dalamnya melalui pemerataan pembangunan yang baik di segala 

bidang. 

Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang adalah satu diantara daerah - 

daerah di Indonesia yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar yang 

bersumber dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 
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2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan, retribusi juga merupakan suatu pembayaran yang 

diberatkan atau ditanggung oleh seseorang atau kelompok atau jasa pemberian izin yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar kas pemerintah menjadi besar dan nantinya 

uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan.   

 Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu dari pemerintah daerah kepada perseorangan maupun badan. Jadi retribusi 

mengacu kepada pemungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang 

diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah.  

1. Jenis - Jenis Retribusi Dibagi Menjadi Tiga Bagian, yaitu :   

Jenis yang pertama adalah retribusi jasa umum yakni retribusi yang dikenakan 

kepada pihak yang menggunakan jasa umum tertentu disediakan oleh daerah, jenis 

retribusi ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, biaya cetak ktp, pelayanan 

pasar, pelayanan parker di tepi jalan umum, pelayanan pemakaman jenazah, pengujian 

kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengendalian menara 

telekomunikasi, pelayanan pendidikan, pengelolaan limbah cair, penyedotan limbah kakus, 

dan pembiyaan cetak peta.  

Jenis retribusi yang kedua adalah retribusi jasa usaha yaitu jenis retribusi yang 

dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa tertentu yang disediakan daerah untuk 

melakukan usaha dan memperoleh keuntungan, contohnya yakni pemakaian kekayaan 

daerah, pasar grosir, tempat pelelangan, terminal, tempat penginapan, tempat rekreasi dan 

olahraga, penjualan produksi usaha daerah, pelayanan kepelabuhan, penyebrangan di air, 

dan retribusi rumah potong hewan. Retribusi jasa usaha mengacu pada keuntungan yang 
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diperoleh dari keuntungan yang diperoleh dari keuntungan perorangan atau badan 

penerima izin yang beorientasi kepada harga pasar.  

Jenis retribusi yang ketiga adalah retribusi perizinan yang dikenakan kepada pihak 

atau badan tertentu yang atas izin tertentu dari pemerintah daerah misalnya saja izin 

mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin trayek dan izin 

usaha perikanan. Jenis retribusi ini memiliki prinsip yang berdasarkan pada tujuan untuk 

menutupi sebagian bahkan seluruh biaya pelaksanaan pemberian izin. 

Retribusi pelayanan pemakaman jenazah menurut Perda No 05 Tahun 2011 tentang 

Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah terdapat di jenis - jenis 

retribusi yang pertama yaitu retribusi jasa umum yakni retribusi yang dikenakan kepada 

pihak yang menggunakan jasa umum dan lahan tempat pemakaman umum yang disediakan  

dan yang di kelolah oleh pemerintah daerah setempat, pelayanan pemakaman dan 

pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian 

dan pengurungan, pembakaran mayat, sewa tempat pemakaman  mayat yang dimiliki atau 

dikelola Pemerintah Daerah.  

Pemakaman di kamboja merupakan pemakaman umum yang mayoritas pengguna 

lahan pemakaman tersebut adalah beragama muslim. Dalam pengelolaan tempat 

pemakaman umum yang dikelola pemerintah, tempat pemakaman umum Kamboja adalah 

salah satu pemakaman umum terbesar yang berada di Kota Palembang. Kamboja 

merupakan pemakaman umum yang terletak sangat strategis, yaitu berada ditengah-tengah 

Kota Palembang sehingga banyak sekali masyarakat yang menggunakan areal tersebut 

memakamkan kerabat serta sanak saudaranya. 

Berikut data tempat pemakaman umum di Kota Palembang yang terdata dalam 

Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang dan berapa jumlah 
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yang telah terisi beserta lokasinya : 

Tabel 1. Data TPU Dalam Kota Palembang 

NO NAMA TPU 
LOKASI 

LUAS KETRANGAN 
Alamat Kecamatan 

1 BUKIT LAMA Jl. Politeknik Ilir Barat II 

100.000 m² 

( 10,0 Ha ) 95% Terisi 

2 CANDI WELAN Jl. Candi Welan Bukit Kecil 

15.000 m² 

( 1,5 Ha ) 90% Terisi 

3 KAMBOJA Jl. Mayor Santoso Ilir Timur I 

66.834 m² 

( 6,6 Ha ) 98% Terisi 

4 

KANDANG 

KAWAT 

Jl. Letjen Bambang 

Utoyo Ilir Timur II 

74.560 m² 

( 7,4 Ha ) 98% Terisi 

5 KEBUN BUNGA Jl. Lubuk Kawah Sukarami 

55.000 m² 

( 5,5 Ha ) 65% Terisi 

6 NAGA SWIDAK Jl. D.I. Panjaitan Seberang Ulu II 

61.364 m² 

( 6,1 Ha ) 99% Terisi 

7 

PUNCAK 

SEKUNING Jl. Puncak Sekuning  Ilir Barat I 

41.000 m² 

( 4,1 Ha ) 90% Terisi 

8 SEI. GOREN Jl. Oxsindo Seberang Ulu I 

38.832 m² 

( 3,8 Ha ) 97% Terisi 

9 SEI. SELAYUR Jl. Mayor M. Zen Kalidoni 
44.253 m² 
( 4,4 Ha ) 97% Terisi 

10 

TALANG 

KERIKIL 

Jl. Mr. Sudarman 

Ganda Subrata Sukarami 

984.254 m² 

( 98,4 Ha ) 93% Terisi 

11 TALANG JAMBI Jl. Talang Jambi Sukarami 
26.000 m² 
( 2,6 Ha ) 40% Terisi 

12 TALANG PETAI Jl. Tegal Binangun Plaju 

10.000 m² 

( 1,0 Ha ) 93% Terisi 

13 SAKO JL. Sematang Sako 
69.000 m² 
( 6,9 Ha ) 40% Terisi 

14 GANDUS 

Jl. Sei Lacak Pulo 

Karto Gandus 

50.000 m² 

( 5,0 Ha ) 5% Terisi 

15 KALIDONI Jl. Sungai butat Kalidoni 
110.638 m² 
( 11 Ha ) 

Belum 
difungsikan 

16 KERAMASAN Jl. Jepang Kertapati 

36.400 m² 

( 3,64 Ha ) 

Belum 

difungsikan 

TOTAL 
1.783.135 m² 

( 1.783,135 Ha)   

Sumber: DPRKP Kota Palembang, 2017. 
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Gambar 1 Tempat Pemakaman Umum Kamboja 

Sumber: Dikelola oleh Penulis  

Gambar 1 adalah salah satu contoh gambar tempat pemakaman umum Kamboja. 

Dari gambar terlihat bahwa kuburan terlihat tidak rapi, dan tidak terawat. Kuburan 

ditumbuhi banyak rumput liar yang dimana rumput tersebut telah menutupi beberapa 

kuburan yang ada disana, seharusnya pihak pengelola harus menjaga masing-masing 

kuburan yang ada disana karena dana retribusi telah ada yang ditetapkan untuk menjaga 

makam yang tertanam disana agar  pengelolaannya dapat terjaga dengan baik.  

Tabel 2 Tabel Jenis Pemakaman. 

No. Jenis Pemakaman Keterangan 

1. Gundukan Tanah Diperbolehkan 

2. Batu-bata Tidak Diperbolehkan 

3. Semen Tidak Diperbolehkan 

4. Keramik Tidak Diperbolehkan 

5. Dipagar Tidak Diperbolehkan 

Sumber: PP No 2 Tahun 2015 Pasal 28. 
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Tabel 3 Data Pemakaman Permanen dan Tidak Permanen di TPU Kamboja (dalam 

persentase). 

Makam dengan bangunan 

permanen. 

Makam yang sesuai 

dengan Peraturan 

Pemerintah 

Makam yang sudah tidak 

utuh bentuknya 

80% 5% 15% 

Sumber: Penelitian langsung ke lapangan. 

2.  Retribusi Pelayanan Pemakaman. 

Dalam Perda Kota Palembang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan 

Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah yang menjelaskan bahwa retribusi 

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pelayan 

pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palembang. 

Objek retribusi izin pelayanan pemakaman dan penyelengaraan jenazah adalah izin 

pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah yang meliputi pelayanan, penguburan 

atau pemakaman termasuk penggalian dan pengukuran,pembakaran atau pengabuan 

jenazah, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan jenazah yang dimiliki 

atau dikelola pemerintah daerah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa target dalam pemungutan 

retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah 

Kota Palembang berdasarkan Pasal 05 Tahun 2011.  

Pemakaman komersil adalah kegiatan prosesi adalah kegiatan prosesi penguburan 

terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal yang 

pengelolaannya oleh yayasan-yayasan usaha atau pengusaha jassa pelayanan pemakaman 

yang bersifat komersil. Retribusi juga menaungi tempat penyimpanan abu jenazah adalah 

tempat yang dibangun di lingkungan krematorium  dan vihara atau tempat lainnya yang 

dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi). Para 

Pengguna wajib retribusi adalah orang pribadi atau yayasan yang menurut perundang-
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undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi tertentu. Petugas DPRKP wajib melakukan pemeriksaan dimana 

mereka memiliki serangkaian kegiatan menghimpun dan mengola data keterangan dan/atau 

bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

retribusi daerah. Rician dana retribusi juga sudah dijelaskan dan ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau 

Pengabuan Jenazah yang dijelaskan secara rinci pada tabel 4.  

Tabel 4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

No Struktur Sub Bagian Biaya 

1. 

 

 

 

Sewa penggunaan tanah pemakaman 
untuk setiap 3 (tiga) tahun  

- Golongan Muslim 
- Golongan Kristen  

- Golongan Hindu dan Budha 

Rp. 50.000 
Rp. 100.000 

Rp. 100.000 

2.  Penggalian dan pengadaan papan - Penggalian tanah makam 2x1 
x 1,5 m  

- Pengadaan  papan  

- Pengadaan rumput gajah 
mini 2,5 x 1,5 m 

- Pembuatan plakat makam 

yang melebihi ukuran standar 

plakat makam 

Rp. 300.000 
 

Rp. 180.000 

Rp. 187.000 
 

Rp. 10.000/ cm² 

3. Pemeliharaan makam setiap 3 (tiga) 

tahun 

 Rp. 72.000 

4.   Penggunaan tanah makam tumpang 

pada taman pemakaman umum di 
tetapkan sebesar 50 % dari besarnya 

retribusi 

- Golongan Muslim 

- Golongan Kristen 
- Glongan Hindu dan Budha 

Rp. 25.000 

Rp. 50.000 
Rp. 50.000 

5. Pelayanan pengaburan / pemakaman 

termasuk penggalian dan pengerukan, 

pembakaran / pengabuan jenazah 

 Rp. 150.000 

6.  Sewa tempat pembakaran/ pengabuan 
jenazah yang dimiliki atau dikelolah 

oleh Pemerintah Kota 

 
 

 

 

Rp. 250.000 

7. Besarnya retribusi untuk pemakaian 
perpetakan tanah makam , melebihi 

 Rp. 1.500.000 
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ukuran standar  

( 2,5 x 1,5 m² ) 

8. Retribusi penahanan jenazah  Rp. 10.000/24 
jam 

9. Penambahan lebih dari 1(satu) hari 

sampai dengan paling lama 5 (lima) 

hari   

  Rp. 2.000/ hari 

10.  Pemindahan jenazah  Rp. 50.000 

11.  Penggunaan kendaraan jenazah dan 

kelengkapannya   
 

- Dalam kota  

- Luar kota radius dalam 
wilayah Sumatera Selatan  

Rp. 0 ( gratis )  

Rp. 1.500/ Km 

12. Penggunaan rumah duka per hari  Rp. 10.000/ hari  

13. Penyimpanan abu jenazah per orang 
per tahun 

 Rp. 50.000 / 
tahun 

 

14. 

Besarnya denda  retribusi perpetakan 

tanah makam yang melebihi dari 

ukuran standar 

 Rp. 1.500.000 

15. Retribusi pembuatan plakat makam 

yang melebihi ukuran standar plakat 

makam 

 Rp. 10.000/ cm² 

Sumber : Berdasarkan Perda No. 05 Tahun 2011 Pasal 53 

 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa dana retribusi telah diatur oleh Pemerintah Kota 

Palembang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 05 Tahun 2011 yang 

dimana dana tersebut telah ditetapkan dan diwajibkan untuk dipatuhi oleh objek yang akan 

memakai fasilitas kota. 
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Gambar 2. SOP Pengendalian Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : Pelayanan 1 (satu) hari kerja jika persyaratan lengkap 

Pemohon Petugas 

TPU 

Bendahara 

Penerimaan  

Kadin DPRKP / 

Kabid Sarana 

dan Utilitas 

Kecamatan Pemohon 

Mengisi formulir   

dan melaengkapi 

persyaratan 

1. Menerima 

formulir dan 

memeriksa 

persyaratan 

2. Menentukan 

posisi letak 

perpetakan 

tanah makam 

3. Menerima 

uang titipan 

retribusi per 

jenazah : 

- Muslim: 

Rp. 50.000 

- Non Muslim 

Rp. 100.000 

 

1. Menerima uang 

titipan retribusi 

2. Membuat daftar 

rekapitulasi 

setoran 

3. Menyetorkan 

uang titipan 

retribusi ke Kas 

Daerah setelah 

keluar SPM dari 

Kecamatan 

Mengeluarkan 

rekomendasi 

penggalian/penggunaan 

tanah makam 

1. Menerima 

rekomendasi/  

penggunaan 

tanah makam 

2. Mengeluarkan 

SPM 

3. Tanda Tangan 

IPTM 

4. Menyampaika

n IPTM 

Menerima  

IPTM 
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B.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam skripsi ini antara 

lain sebagai berikut adalah Bagaimana Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 

Pemakaman di Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis 

Implementasi pemungutan Retribusi Pemakaian Pelayanan Pemakaman di wilayah Kota 

Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

             Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi keilmuan serta dapat menjelaskan 

masalah Implementasi pemungutan Retribusi Pemakaian Pelayanan Pemakaman di wilayah 

Kota Palembang. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi ilmu 

administrasi Negara khususnya konsentrasi kebijakan publik.  

2. Manfaat Praktis 

           Melalui penelitian ini juga diharapkan untuk mengetahui upaya yang dilakukan 

DPJPP (Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang dalam 

melakukan pemungutan Retribusi Pemakaian Pelayanan Pemakaman di wilayah Kota 

Palembang.    
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